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PERATURAN BANE INDONESIA
NOMOR 15/2/PB1/2013
TENTARG

PENETAPAN STATUS DAN TINDAE LANJUT PENGAWASAN|

BANEK UMUM KONVENSIONAL

DENGAN FAHNMAT TUHAN TANG MAHA ESA

Menimbang : a

GUBERNUR BANE INDONESIA,

bahwa dalam rangka mendulung terciptanya
ctabilitaz sistern keuangan, diperlulcan sistem
perbankan yang sehat;

bahwa sebagai bagian dan upaya penyehatan
perbankan, permaszalahan yang timbul dalam bank
perlu  diatazi secara dini, dengan meninglatkan
langkah-langikah pengawazan terhadap bank dalam
pengawaszan normal namun  berpotensi  menjadi
pengawasan intensif;

bahwa untuk meningkatican efeknfitaz upaya
penyshatan perbankan perlu diperluaz cakupan
kriteria bank dalam pengawazan intenczif yang dapat
diperpanjang janzka waltunya;

bahwa dalam hal perpanjangan jangka walou bank
dalam pengawasan intensif disebabkan karena
memenuhi kriteria kualitatif malka akan disertai
dengan peningicatan langkah-langlcah pengawazan;
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Mengingat :

1
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bahwa dalam rangka menyecuailkan dengan
metodologi penilaian tingkat keszehatan bank yang
menggunakan pendekatan risikeo (risk based bank
rating] perlu dialulkan penyempurmaan peraturan
tentang Penestapan Statuc dan Tindak Lanjut
Pengawasan Bank Umum;

bahrwa berdacarkan pertimbangan zebagaimana
dimakzud pada humf a, huruf b, humf ¢, bumf 4,
dan huruf & perlu ditetaplkan ketsntuan tentang
Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan
Bank Umum HKonvensional dalam Peraturan Bank
Indonecia;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indonezia Nomor 3472) cebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 (Lembaran Negara Eepublic Indomeszia Takhun
1995 Nomor 152, Tambahan Lembaran HNegara
Fepublik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank hdonesia (Lembaran Negara Fepublic
Indonesia Tahun 1999 HNomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Fepublic lndonezia Nomor 3643)
sebagaimana telah dubah beberapa kal, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2009
tentang Penstapan Peraturan Pemerintah Pengpanti
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1.Bank adalah Bank Umum yang melaloulran leepiatan usaha secara
komvencional sebagaimana dimaloud dalam Undang-Undang Nomor
T Tahun 1992 tentang Perbanlcan sebagaimana telah divbah dengan
Undang-Undang Nomer 10 Takhun 1998, termasuk leantor cabang
dari bank yang berkedudulean di luar negeri.

2. Lembaga Penjamin Simpanan, yvang selanjutnya disebut LFS, adalah
badan hulum sebagpaimana dimakzud dalam Undang-Undang Nomor
24 Tabumn 2004 tentang Lembapga Penjamin Simpanan sebagaimana
telah dinbah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tabun 2009 tentang
Fenatapan Feraturan Pemerintah Pengpant Undang-Undang Momor
3 Tabum 20085 tentang Perubahan atac Undang-Undang Homor 24
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-
Undang,.

3. Direlsi:

a. bagi Bank berbentul badan hulum Percerosn Terbatas adalab
direk=zi s=ebagaimana dimalsud dalam Undang-Undang Homor 40
Tabun Z00T tentang Perseroan Terbatac;

b. bagi Bank berbentuk badan hultum Perusabasn Dasrah adalah
direlesi cebagaimana dimak=nd dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahumn 1962 tentang Peruzahaan Dasrah;

c. bagi Bank berbentuk badan hukum Kopsraczi adalah pengumac
cebagaimana dimalksud dalam Undang-Undang Homor 25 Takun
1992 tentang Perkcoperasian;

d. bagi kantor cabang dari banl yang berlsdudukan di huar negeri
adalakh Pimpinan leantor cabang dari bank yang berkedudukan di
luar negeri yalmi pemimpin kantor cabang dam p=jabat satu
tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
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4. Dewan Komicarie:

a. bagi Bank berbentuk badan hulum Perceroan Terbatac adalah
lomizaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
40 Tabun 2007 tentang Perzeroan Terbatas;

b. bagi Bank berbentuk badan hulum Peruzahaan Daerah adalah
pengawas zebagaimana dimak=ud dalam Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1962 tentang Perucahaan Diasrah;

C. bagi Bank berbentuk badan hulum Koperasi adalah pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian.

Pacal 2
(1] Bank Indoneszia berwenang menstapkan status pengawacan Banle.
(2] Statuz pengawasan DBank sebagpaimana dimalsud pada ayat (1)
terdiri dan:
a. Pengawazan normal;
b. Pengawacan intencif; atan

c. Pengawacan khusus.

Pacal 3
(1] Dalam hal Bank dalam pengawasan normal namun dindlai memilila
permazalaban yang cignifikan maka Direk=i, Dewan Komicaric,
dan/atan pemegang zaham pengendali BEank wajib menyampaikan
rencana tindak (ecton plan) kepada Bank Indonecia.
(2] Tata cara penyampaian rencana tndak dan langkah-langlah
perbalkan yang akan dilaksanakan oleh Bank yang termuat dalam

rencana tindak czebagaimana dimake=nd pada ayat (1) mengacu



[1]

o
[

107

BAB I
BANK DALAM PENGAWASAN INTENSIF

Pazal 4

Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan intensif jika

dinilai memilild potensi  lkesulitan  yang membahayakan

kelangzungan usahanya.

Bank dinilai memilild potenszi kesulitan yang membahayakan

kelangzungan uzahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika

memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berlout:

a rasio Hewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM| sama
dengan atau lebih besar dan 5% |(delapan persen) namun kurang
dari rasio EPMM sesuai profil nsiko Bank yang wajib dipenuhi
oleh Banl;

b. rasio modal inti (her 1] kurang dan persentase tertentu yang
ditetaplcan oleh Bank Indonesia,;

c. rasio Giro Wajib Minimum [GWM) dalam rupiah sama dengan
atau lebih besar dan 5% (lima persen] namun kurang dan rasio
yang ditetapkan untuk GWM rupiah yang wajib dipenuhi ol=h
Bank, dan berdazarkan penilaian Bank Indonesia, Bank memilila
permasalahan likuiditas mendasar;

d. rasio kredit bermasalah [non performing loan) secara neto lebih
dari 3% (lima persen| dan total koredit;

e. tinglkat kesehatan Bank denpgan peningkat komposit 4 (empat]
atau 3 (lima);

f. tinglcat kesehatan Bank dengan peringlaat komposit 3 (tiga) dan
Good Corporate Governanee (GCG| dengan peringkat 4 (empat).
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Pacal 5

Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawaczan intencif

cebagaimana dimalksud dalam Paczal 4 untuk jangka wakitu paling

lamma 1 [satu) tabun sejak tangpal surat pemberitabuan Banlk

Indonesia.

Banlk Indonesia dapat memperpanjang jangka walktu pengawaszan

intensif cebagaimana dimalkoud pada ayat (1) paling banyak 1 (zatu}

kali dan paling lama 1 (satu] tabun hanya untuk Bank dalam
pengawasan intencif yang memenuhi kriteria:

a. kredit bermacalah (non performing loan) secara neto lebih dan 5%
lima persen] dan total kredit dan penyelecaiannya bersifat
kompleks;

b. tinglkcat loecehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat)
atau 3 (lima); dan/ atan

. tinglkat kecehatan Bank dengan pernglat komposit 3 (tga) dan
Cood Corporate fovernancs (GCG] dengan peringloat 4 (=mpat).

Perpanjangan jangka walktu Bank dalam pengawasan intensif

karena kriteria sebagaimana dimalksud pada ayat (2) buruf b atau

huruf ¢ disertai peninglkatan tindalkan pengawasan.

Pazal 6

Bank hdonezia membernmabhukan secara tertuliz loepada Bank

MEnEenal:

penstapan Bank dalam penpawasan intencif sebagaimana
dimakzud dalam Pazal 4, atau

. penetapan perpanjangan jangka walktu Banlk dalam pengawasan

intensif sebagaimana dimalesud dalam Pazal 5 ayat (2],

dizertal denpan alazan penstapan s=ria langkah-langkah atau dndakan
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Pazal 7

Bank dalam pengawasan intenzif wajib melakukan tindakan

penpawasan yang diperintahkan Bank Indoneszia, antara lain:

a.

menghapusbulukan loedit yang terpolong macet dan
memperhitunglkan kerupian Bank dengan modal Bank;

. membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lamnya yang

dipersamakan dengan 1tu kepada anggota Dewan Komicans
danfatau Direlesi Bank, atau imbalan kepada pihak terkat;

tidak melakulkcan pembayaran pinjaman subordinas;

. tidak malakulean atau menunda distribuszi modal;

memperkuat modal Bank termasuk melalui setoran modal;

tidak melaloulkcan transalesi tertentu dengan pihak terkait dan/atau
pihak lam yang ditetaplkan Bank Indonesia;

membatasi pelakzanaan rencana penerbitan produk dan/atau
pelakzanaan aktritas baru;

tidak melalukan atau membatazi pertumbuhan aset, penyertaan,
dan/atau penyediaan dana baru;

menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank
kepada bank atau pithalk lain;

tidak melakulean ekzpansi jaringan kantor;

tidak melakulean keepatan usaha tertentu;

menutup jarngan kantor Bank;

tidak melakulan transalesi antar bank;

melalukan merger atau konzolidazi dengan bank lamn;

mengganti Dewan Komizariz dan/atau Direles: Bank;

. menyerahkan penpgelolaan seluruh atau zebagian lkegiatan Bank

kepada pihak lain; dan (atau

menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih
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Pazal B

(1) Bank dalam pengawasan intensif wajib:

a. menyampailcan rencana tndak sesual permasalahan  yang
dihadapi;

b. menyampailcan realizaci rencana tindak;

c. menyampaikan daftar pihak terloait secara lengkap; dan/atau

d. melakulcan tindalan lainnya dan/atau melaporkan hal-hal
tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonecia.

[2) Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan
intensif karena permasalahan permodalan sebagaimana dimalesud
dalam Pacal 4 ayat (2] huruf a dan huruf b, selain wajib memenubhi
ketentuan sebagaimana dimalesud pada ayat (1), Bank dan/atau
pemegang saham Bank juga wajib menyampaikan rencana
perbailcan permodalan (capitel resforation plan] guna mengatasi
permaszalahan permodalan Bank.

Paczal 9
Kewajiban sebapaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan
huruf ¢ dizampaikan paling lama 10 (sepuluh) han kerja sejak Bank
ditetaplan dalam penpawaszan intensif.

Pasal 10
(1) Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal § ayat (1)
huruf a paling lurang memuat rencana perbaikan szesual dengan
permazalahan yang dihadapi Bank disertai jangka waktu
penyelecaiannya.
[Z] Bank Indonesia melalulkan s=valoaszi atas rencana  tndalk

I'.L-'-H-';'I'H'-“- Iq';'l'ﬂ'-l'l"|1lq “-JI- Ll T I.1.| '|'|-1';'I'|H 1'."'"'- : -II';'I'H -.l 1'|-'I-; L'\.'I-;'-
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Dalam hal rencana tindak yang disampaikan ditolak Bank
Indonecia, Bank wajib mengajulkkan perbaikan rencana tindak
paling lama 35 (lma] har kerja sejak tanggal pembentahuan
penolalcan.

Paczal 11
Fencana perbailcan permodalan sebagmmana dimak=ud dalam
Pasal § ayat (2] disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10
[cepuluh) han kerja sejak Bank ditetaplkan dalam pengawaszan
intencif,
Fencana perbaikan permodalan Bank sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menggambarkan kemampuan Bank untuk mencapai
dan memelihara razio KPMM yang ditetapkan Bank Indonesia
dalam janglka walttu yang ditentulcan sebagaimana dimak=ud dalam
Pasal 5 ayat (1).
Bank Indonecia menilai rencana perbaikan permodalan paling lama
3 (ima) hari kerja sejak rencana perbaikkan permodalan diterima
cecara lengkap.
Dalam hal rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimalcsud
pada ayat [I) ditolak, Bank wajib mengmjukan rewvisi rencana
perbalkan permodalan paling lama 5 (ima) han lerja sejak tanggal
penolalkan.

Pacal 12
Bank wajib menyampalkan lepada Bank hdonezia laporan
realizasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
ayat (1) huruf b dan/atau realicazi pelakcanaan perbaikan
permodalan sebagainana dimalecud dalam Paczal & ayat (2), s=tap
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Laporan realizazi sebagaimana dimakszud pada ayat (1] memuat
antara lain:

a. permacalahan Bank;

b. tindakan perbaikan yang telah dilaloulcan oleh Bank; dan

. wakohu pelakzanaan perbailcan.

Pazal 13
Bank ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawactan intencif
apabila kondizi Bank membaik dan sudah tidak memenuhi kriteria
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 4.
Bank Indonesia memberitahulcan secara tertuliz kepada Bank yang
ditetaplcan tidak lagi berada dalam penpawasan intensif.

BAB I
BANK DALAM PENGAWASAN EHUSUS

Pazal 14

Bank Indonesia menetaplean Bank dalam pengawasan khusus
apabila Bank yang ditetapkan dalam pengawazan intensif ataw
Bank dalam pengawazan normal, dinilai mengalami kesulitan yang
membahayalcan kelangzungan usahanya.
Bank dmilai mengalami kesulitan yang membahayakan
kelangsungan usahanya sebagaimana dimalksud pada ayat (1)
apabila memenuhi satu atau lebih kriteria cebagai beriloat:
a. rasio KPMM kurang dari 8% [delapan persen);
b.rasic GWM dalam rupiah lurang dan 3% (lima persen) dan

berdasarkan penilaian Bank Indonesia:
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2] Bank mengalami perlkembangan yang memburuk dalam walktu
sInglkat.

Pasal 13
Bank Indonezia menetaplan Bank dalam penpawasan khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk jangka waltu paling
lama 3 |tga) bulan zejak tanggal surat pembenitahuan Bank Indonesia.

Pazal 16
Bank Indonecia memberitahukan zecara terfulic kepada Bank
mengenal penetapan Bank dalam penpawazan khuszusz sebagaimana
dimakeud dalam Pazal 14, dicertai dengan alacan penstapan certa
langlcah-langleah atau tindalan pengawaszan yang wajib dilaloalcan
Bank.

Pazal 17

[1} Bank dalam pengawazan khusuz wajib melakukan penambahan
modal untuk memenuhi kewajiban pemenubhan modal minimum
dan/atau kewajiban pemenuhan giro wajib minirum sesual dengan
leetentuan yang berlaku.

|2] Penambahan modal zebagaimana dimaksud pada ayat (1] wajib
dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Paszal
15.
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FPaczal 18

Dalam rangka pengawazan khusus, Bank ndoneszia berwenang:

(1)

-
1=

melarang Bank menjual atau menumunlan jumlabh aszet tanpa

perzemijuan Bank ndonesia kecuali untulk Serdfilat Banlk

Indonescia, Sertifiltat Bank Indonesia Syarnah, giro pada Bank

Indonecia, tagihan antar Banlk, Surat Berharga Negara, dan/ataue

Surat Berharga Syariah Negara;

melarang Bank mengubakh leepemililcan bagi:

1l pemegang caham yang memilild zaham Bank sshezar 10%
[sepulul perzen) atau lebih; dam fatan

2| pemepgang saham penpgendali  termasulke  pihak-pihak yang
melakulcan  pengendalian terhadap Bank dalam strukoor
lk=lompolk uzaha Banle,

kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan fatana

memerintahlkan Bank untuk melaporkan cetiap perubahan

ke=pemililcan saham Bank kurang dar 10% [sepuluh perzen).

Pazal 19
Selain tindakan pengawasan sebagaimana dimakzwd dalam Pasal
17 dam Pasal 15, Bank Indonesia bervenang memerintahlcan Banlke
dalam pengawasan khusus untulk melaloolean tindalkan pengawazan
cebagaimana dimalksud dalam Fazal 7.
Tindakan pengawazan yang ditetapkan pada saat Banlk dalam

pengawacan intencif dinyatalkan tetap berlalos.

Pazal 20

Bank Indonmesia membskukan kegiatan usaha tertenitu Bamlk dalam
pengawasarn kKhusus paling lama 1 [zabta) bulan dalam periods
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a. Bank Indonessia menilai kondizi Bank semalkkin memburuk:
dan/atau
b. terjadi pelanggaran ketentuan perbankan yang dilalulkan cleh

Direlezi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali.

Pacal 21
(1) Bank dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan kepada

Bank Indonesia:

a. laporan keuangan terloni berupa neraca dan laporan laba rug
certa rekening administratif;

b.rincian aktiva produktif Bank terkini yang dilke=lompoldoan
berdasarkan kualitasnya;

c. peringkat komposzit tinglat kesehatan Bank terkini;

d. informaszi dan dokumen menpgenai:

1) daftar terkini mengenai cimpanan nacsabah cecara agregat
yang dileslompolkican berdacarkan nilai nominal;

2] daftar tericini mengenai rindan tagihan dan kewajiban Bank
kepada pihak tericait;

J) informasi lainnya yang diperlukan Bank Indonesia;

e. laporan keuangan terloni darn perusahaan yang memperolsh
penyertaan modal dari Bank selain penyertaan modal sementara
dalam ranglka restrulchurizaci kredit atau pembiayaan;

f struktur terloni kelompolk usaha tericait Bank, termaczuk badan
hulurn pemilik Bank sampai dengan pemegang saham
pengendali teralchir (ulimate shareholders); dan

- laporan proyelsi arus kas untuk jangka waktu 1 (satu) bulan
mendatang atau berdasarkan periode laporan lain, yang terinc

secara harian dan dengan freluensi sezuai yang ditetapkan Bank
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[2] Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Bank Indonesia paling lama 3 (Hga) harn kerja sejak Bank
ditetaplcan dalam pengawasan khusus.

Pacal 22

(1} Bank Indonesia menpumumlan:

a. Bank dalam pengawasan khuszus yang dibekulkan kegiatan usaha
tertentu beserta alazan pembeluan dimalesud;

b. tindakan perbaikcan yang wajib dilakulan dan/atau larangan
yang diperintahlcan olesh Bank Indonesia sebagaimana dimalksud
dalam Pacal 17, Pacal 18, dan Pazal 19.

[2] Bank Indonesia mengumumican pula Bank sebagaimana dimalkcoud
pada ayat (1) yang telah melalukan perbaikan zehingga tidak
memenuhi kriteria Bank dalam pengawacan khusus cebagaimana
diatur dalam Paczal 14.

[3] Panpumuman s=bagaimana dimakzud pada ayat (1) dan ayat (2
dilakukan pada 2 [dua] surat kabar harian yang mempunya
peredaran luac dan pada home page Bank Indonesia.

Pacal 23

|1} Bank  cebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib
memberitahukan kepada seluruh janngan kantornya mengenai
kegiatan usaha tertentu yang dibekukan dan perintah yang
ditetaplcan Bank Indonesia sebagaimana dimakzud dalam Pacal 17,
Pacal 18, dan Pacal 19

[2] Pamberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilalukan pada tanggal diterimanya pemberitahuan dari Bank



1]

2]

1]

2]

117

Pazal 24
Bank Indonecia memberitahulkan kepada LPS mengenai Bank yang
ditetaplcan dalam pengawazan khusuz csebagaimana dimak=ud
dalam Pasal 14.
Pembenitahuan kepada LPS sebagaimana dimalksud pada ayat (1]
dicertai dengan lketerangan mengenai kondizi Bank yang
bersangioutan.

Pasal 25

Bank Indonecia memberitahukan leepada otoritaz pengawacan yang
berwenang terhadap perusahaan induk dan(atau perucahasn anak
Bank mengenai tindakan yang dilakukan Bank Indoneszia terhadap
Bank yang ditetaplkan dalam pengawasan khusus.

Pemberitahuan cebagaimana dimakzud pada ayat (1) dilakukan
berdasarian lerjasama antara Bank Indonesia dengan otoritas
pengawasan yang berwenang terhadap perusahaan induk dan/atau
perusahaan anak Banle.

Pasal 26

Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan khusus sebagai
Bank yang tidak dapat dizehatlcan apabila:

jangka walktu sebapaimana dimaksud dalam Pazal 13 belum

terlampaui namun kondisi Bank menurun sehingga:

1) rasio KPMM sama dengan atau kurang darn 4% (empat persen|
dan dinilai tidak dapat ditinglkatiean menjadi 5% [(delapan
persen|; dan/atau

2] rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau kurang dari (% (ool

narzenl dan dmilal Adalr damar dicelsesilban caenmn Adsmioan
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ata

b. jangka wakiu sebagaimana dimaksud dalam Pazal 15 terlampaui
dan:
1] raczio KPMM Bank lurang dari 5% (delapan perzen); dan/atau
2] razio GWM dalam rupiah kurang dan 3% [lima persen).

Pazal 27
Bank Indonesia membentahulean cecara tertulic kepada Bank dalam
pengawasan khusus yang ditetapkan sebagai Bank tidak dapat
disehatkan.

BAB IV
BANE BERDAMPAK SISTEMIK

Pazal 25

Dalam hal Bank Indomecia menengarai Bank dalam pengawaczan
khususz berdampak sistermik, Bank Indonesia memberi informasi
kepada lembaga yang berfungsi menetapkan leebijalcan dalam rangka
pencegahan dan penanganan kmisic berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Paczal 29
Dalam hal Bank dalam pengawasan khusus yang ditengaral berdampalk
sisternik sebagaimana dimaksud dalam Pazal 28 memenuhi lmitena
cebagaimana dimakecud dalam Pacal 26, Bank Indonesia meminta
lembaga sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 23 untuk memutuslan:
a. Bank vyang bercanglutan berdampak cictemik atan  tddak
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b. Pihak yang berwenang untuk menangani dan menstapkan langlcah-

langlcah penanganan terhadap Bank yang ditetaplcan berdampalk
sistemik.

Paczal 30
Bank dan/atau pemegang saham dari Bank yang ditetapkan
berdampak sictemike sebagaimana dimakcud dalam Pasal 29 wajib
melalulcan langlkah-langkah yang ditetapkan oleh lembaga yang
ditunjuk menangani Bank yang bersangloutan.

BABYV
BANK TIDAK BEEDAMPAK SISTEMIK

Paszal 31
Dalam hal Bank dalam pengawasan khusus dinilai tidak berdampale
sistemnik dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26, Bank Indonecia membenitahukan dan meminta keputusan LPS
untuk melalulcan penyelamatan atau tidak melalulan penyelamatan
terhadap Bank yang bersangkutan.

Paczal 32
(1] Dalam hal LPS memutuskan untuk tdak melakulan penyelamatan
terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bank
Indonesia melalulkan pencabutan izin usaha Bank yang
berzangkutan setelah memperoleh pemberitahuan keputusan dan
LFPS.
[2] Panyelecaian lebih lanjut terhadap Bank yang dicabut izin
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Pacal 33

[1) Bank yang berada dalam penanganan atau penyelamatan LPS
dikecualilan dari penstapan cebagai Bank dalam pengawazan
intencif atan Bank dalam pengawazan khuzus.

|2] Bank zebapaimana dimakzud pada ayat (1) t=tap berkewajiban
melakukan tindakan pengawasan yang ditetapkan Bank Indonesia.

|3 Dalam hal Bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1) memenuhi
kriteria sebagaimana dimakcud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf
b, Bank Indonesia menestapkan Bank sebagai Bank yang tidak
dapat disehatlcan.

[4] Bank Indonecia akan melakukan langkah-langkah cebagaimana
dimaksud dalam Pazal 29 atau Pazal 31 terhadap Bank
sebagaimana dimalksud pada ayat (3).

BAB V1
LATN-LAIN

Pasal 34

Penyampaian laporan dan informaci yang wajib dilalukan oleh Bank

cebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonecia ini dicampaikan

kepada Bank Indoneszia dengan alamat:

a. Departemen Pengawasan Bank yang terkcait, JLM.H. Thamnin Neo.2
Jalarta 10350, bagi Bank yang berlcantor pusat di wilayah kerja
kantor puzat Bank Indonezia; atau

b. Kantor Perwalolan Bank Indonesia Dalam Negen zetempat bam
Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank
Indonesia.
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BAE VII
SANKSI

Pacal 35

Bank yang melanggar ketentuan dalam Paszal 7, Pasal §, Pasal 9, Pazal
10 ayat (3], Pacal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4], Pacal 12, Pacal 17,
Pacal 1B, Pacal 19, Pacal 21, dan/atau Pacsal 23 dikenakan sanleci
adminictratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang
Nomor T Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:

a. pemberhentian anggota Direlesi dan/atau anggota Dewan Komicans

Banlc; dan fatau
b. larangan turut serta dalam leegiatan kinng.

BAB VIII
EETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36
Pada saat berlalunya Peraturan Bank Indonesia ini:
[1} Bank yang telah ditetapkan dalam pengawasan intenzif berlalou
keetentuan sebagal beriloat:
a. statuz Bank dalam pengawazan intensif tetap berlalu sesuai
dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonezia.
b. bagi Bank yang telah ditetapkan dalam statuz pengawasan
intensif larena:
1) koedit bermacalah [Non Performing Loan| secara neto lebih
dari 5% (lima perzenl dan total kredit dan penvelesaiannva
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2) tngkat keecehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat)
atau 3 [ima); atau

d3) tingkat kesehatan Bank dengan peringlkat komposit 3 (oga)
dan faltor manajemen dengan peringlat 4 [smpat] atau 3
flima),

jangka walttu EBank dalam pengawatan intencif dapat

diperpanjang 1 (satu) lcali dan paling lama 1 (satu) tabun.

c. perpanjangan jangka walktu Bank dalam pengawactan intensif
karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b
angka 2| atau angka 3|, dicertai dengan peningkatan tindakan
pengawasan sebagaimana dimalesud dalam Pazal 5 ayat (3).

d. bagi Bank yang telah ditetaplcan dalam pengawasan intensif
karena memenuhi kriteria peringleat komposit tingleat kecehatan
Bank 3 (tiga) dengan peringkat falctor manajemen 4 (empat] atau
3 (lima) dapat ditetaplcan tidak lagi berada dalam pengawaszan
intencif dalam hal Bank memperoleh penilaian tingkat kecehatan
dengan peringlkat loompos=it 3 (tga) dan GCG dengan peringkat 3
(tga).

[2] Statuz Bank dalam pengawacsan khusus tetap berlalu cesuad
dengan jangka walctu yang telah ditetaplkan oleh Banlk Indonesia.

BAB IX

Pacal 37
Dengan berlalunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan

Rank Indnnacia Memar 13/53/PRTI N1 fentane Panatamamn Statuie dasn
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Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlalu pada tanggal ditetaplcan.

Apar csetiap orang mengetahuinya, memernntablean pengundangan
Peraturan Bank Indonecia ini dengan penempatannya dalam Lembaran
HNegara Fepublik Indonezia.

Ditstaplan di Jakarta

Pada tanggal 20 Masi 2013

GUBERNUE BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Cundanglcan di Jalkarta
Pada tanggal
MENTERI HUEUM DAN HAK ASAST MANUSIA

REEPUBLIK INDONESIA

AMIE SYAMSUDIN



PENJELASAN
ATAS
PEFATURAN BANK INDONESIA
NOMOE 15/2 /PBI/2013
TENTANG
PENETAPAN STATUS DAN TINDAE LANJUT PENGAWASAN
BANE UMUM KONVENSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUE BANK INDONESIA,

I.  UMUM

Sistem perbankan yang sehat merupakan salah zatu prasyarat
untuk menduloung terciptanya  stabilitas  sistem  keuangan,
pertumbuhan perekonomian nacsional serta terpeliharanya kepercayaan
macsyaralkcat terhadap imdustri perbankan. Oleh lkarena itu setap
permasalahan Bank perlu diselesailkan dengan cepat apgar tidak
mengganggu stabilitac cictern keeuangan serta menurunkan tingkeat
kepercayaan masyaralkat.

Fenanganan terhadap permazalahan Bank dilakukan bukan
hanya pada zaat Bank ditetapkan dalam pengawaczan intencif, namun
pada zaat Bank dalam pengawacan normal pun periu ditingleatian
langlah-langkah penpawazan apabila memilili permasalahan
cignifiltan dan berpotenci ditetaplkan menjadi Bank dalam pengawazan
intencif Hal tersebut merupakan langkah preventif yang bertujuan
uniuk mengatacsi permasalahan sedini munglon sehingga tidak akan
mengganggu kelangzungan usaha Banle.
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Untulkk meninglatican efelctifitas upaya penyehatan perbankan
mala Bank Indonecia memperiuaz cakupan kriteria Bank dalam
pengawasan intensif yang dapat diperpanjang jangka walunya.
Perluazan cakupan kriteria tersebut bulan hanya kriteria luanttatif
yaitu loarena permacalahan Non Performing Loon (WPL) yang bersifat
kompleks namun juga kntena kualitatf yaitu tingleat kesehatan Bank
dengan penngkat komposit 4 (empat] atau 5 [lima) atau tnglkat
kesehatan Bank dengan peringlkat komposit 3 (tiga) dan Good Corporate
Governanes (GCG) dengan peringleat 4 (empat].

Agar Direkzi dan/atau pengumuz Bank berkomitmen untulk
menyelezailkcan permasalahannya khususnya apabila memenuhi
lmiteria kualitatif, malka dalam hal Bank diberikan perpanjangan
jangka wakiu, Bank akan dikenakan peningkatan tindakan
pengawasan balk peningkatan jumlah tindakan pengawazan maupun
peninglcatan tindakan penpawasan yang berdampak lebih berat bag
Bank dan tindakan pengawasan yang ditetaplkan sebelumnya. Sebagai
contoh apabila Bank tidak dapat menyelecmlcan permazalahanmya
cetelah diberikan perpanjangan jangka waltu, Bank Indoneczia akan
memerintahlcan agar Bank dijual kepada pihal lain.

Dicamping itu perubahan Peraturan Bank Indonezia tentang
Penetapan Statuz dan Tindak Lanjut Pengawazan Bank dilakukan
karena adanya penyempurnaan metodolog penilaian tingkat kecehatan
Bank Umum EKonvensional yang semula mengpunalean CAMELS rating
menjadi risk based bank roting sebagaimana diatur dalam lostentuan
Bank Indonesia mengenai penilaian tinglat kecehatan bank umum.
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O. PASAL DEMIPASAL

Yang dimaksud dengan “pengawasan normal® adalah
pengawaczan terhadap Bank yang tidak memenuhi
lmitenia sebagaimana dimalksud dalam Pasal 4 dan Pasal
14.

Huruf b

Yang dimalsud dengan “pengawasan intensift adalah
cuatu peningkatan proze: pengawasan terhadap Bank
vang sebelumnya berada dalam pengawacan normal
dengan tujuan untuk memulihlan kondisi Bank.

Pemulihan tersebut dilalulkan dengan menetapkan
tindalan pengawacsan [supervisory achons) yang sesuai
dengan permasalahan Bank denpan tujuan untuk
memulihkan kondizi Bank terzebut.

Hurmuf ¢

Yang dimaksud dengan “pengawasan khusus® adalah
cuatu peningkatan proses pengawacan tethadap Gank
yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal atau



pengawasan intensif dengan tujuan memulihlan kondizi
Banlk.

Pemulihan terzebut dilakulan dengan menetapkan
tindalran pengawazan |supervisory actons| yang sesuai
dengan permacalahan Bank termazuk penambahan
modal Bank dengan tujuan untuk memulihkan kondisi
Bank terzebut.

Pazal 3

Ayat (1]
Yang dimakcud dengan Bank dalam pengawasan normal
namun memilild permasalahan yang significan adalah Bank
yang memperoleh penilaian tinglkat kesehatan dengan
peningieat komposit 3 (tiga) namun berpotensi ditetapkan
dalam pengawaszan intenzif sebagaimana diatur dalam
ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tnglat
kesehatan bank umum.
Fencana tindak memuat langkah-langkah perbatkan yang
akan diakzanakan clsh Bank dalam rangka mengatazi
permacalahan signifikan yang dihadapi becerta target waltu
penyelecaian permacalaban.

Ayat (2]
Culcup jelas.
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Avat (2]

Huruf

Eewajiban Bank untuk memilild razio KPMM zecuai profil
riciks Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonecia
mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank

LT,

Huruf b

Perhitungan rasio modal inti (her I) sebagaimana
dimalecud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai
kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Modal mmti |tier ]| bagl kantor cabang dan bank yang
bericedudukan di luar negen adalah dana uzaha yang
telah  dialokasikan menjadi Capitel Equivalency
Mamntained Assets (CEMA) sebagaimana dimalksud dalam
ketentuan Bank Indonecia mengenai  lewajiban

penyediaan modal minimum bank umum.

Huruf ¢

Yang dimakzud dengan GWM dalam rupiah adalah GWM

Primer bag Bank Umum.

Eetentuan mengenai GWM dalam rupiah  adalah

cebagaimana dimakzud dalam ketentuan Bank hdonesia

mengenai giro wajib minimum bank umum.

Yang dimakcud dengan permazalaban lilowiditac

mendaszar antara lain adalah:

- perubahan posici Bank di pacar uang dan posici
pembenl pinjaman (met lender] menjadi  posizi
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- posizi arus kas yang semaldn buruk sebagai aldbat
maturity mismatch yang besar, terutama pada zkala
jangka wakiu yang pendel;

-  upaya Dank untulk mempercleh dana di pasar uang
dengan subku bunga yang lebih tingg dar subm
bunga wajar (pasar];

-  etergantungan pada agunan wuntulk memperoleh
dana; dan{atau

- peningkatan pencairan deposito sebelumn  jatuh
tempa.

Huruf d

Eredit bermasalah jika memilild lualitas kurang lancar,

diragukan, dan macet sebagaimana dimalkcsud dalam

ketentuan Bank Indonesia mengenal penilaian uabtacs
aset bank umum.

Perhitungan rasic kredit bermacsalah secara =neto

mengacy pada ketentuan Bank Indonesia mengenai

penilaian tingleat lkecehatan bank urmum.
FHuruf =

Peringlcat lkeomposit tingkat lesehatan Bank adalah

cebagaimana dimalksud dalam keetentuan Banlke Indonesia

mengenal penilaian tingkat krezehatan bamnle uwmurm.
Huraf f

Pennglat GUG adalah zebagaimana dimaksud dalam

ketentuan Bank Indomesia mengenai penilaian tinglcat

kez=hatan bank umum.
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Culkup jelas.

Tindaltan pengawasan yang diperintahkan Bank Indonesia
disesuaikan dengan permasalahan Banle.
Huruf a

Culoup jelas.

Hurf b

Yang dimakcud denpgan “remunerasi atau bentuk lain
vang dipsrcamalcan® antara lain berupa pgaji,
honorarnum, insentif, tunjangan rutin, dan tantem.

Tang dimaksud dengan “pihak terlait® adalah pihalk
terkait sebagaimana dimalcsud dalam lestentuan Bank
Indonesia mengenal batazs malcsimum pembernian kredit

bag bank umum.

Huruf ¢

Culoup jelas.

Huruf d

Termasuk “dizstribuszi modal® antara lain pembayaran
dividen, pembayaran bonusz atau yang dipersamakan
dengan bonus kepada Direksi dan/atau Dewan
Eomicariz Banlk, dan/atau pembelian lkembali caham
Bank.

Huruf =

Culoup jelas.
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Huruaf f
Yang dimalzud dengan “trancalesi tertentu® antara lain
pencairan dana, pemberian facilitaz penyediaan dana
seperti kredit, surat berharga, letter of credit, standby
letter of credit, atau yang sejenis dengan itu.
Yang dimaksud dengan “pihak terlait® adalah pihak
terkait cebagaimana dimakcud dalam ketentuan Bank
Indonesia mengenai batac malccimum pemberian kredit
bag bank umum.
Yang dimakcud dengan “pihak lain® adalah perorangan
atau badan hulum tertentu yang bulkan pihalk terlcait.
Huruf g
Yang dimalk=ud dengan “penerbitan produk dan/atas
pelakcanaan aktivitac® antara lain penerbitan surat
utang, selouriticaci acet, dan kerjacama pemacaran.
Huruf h
Culoup jelas.
Huruf i
Culoup jelas.
Huruf j
Culoup jelac.
Huruf I
Culoup jelac.
Huruf 1
Culoup jelas.
Hurufm
Culoup jelac.
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Huruf n
Culoup jelas.
Huruf o
Pengpantian Dewan Komizaric dan/atau Direkszi Bank
dapat dilalukan sebagian atau seluruhnya.
Huruf p
Culoup jelas.
Huruf q
Culoup jelas.

Pazal 3
Ayat (1)
Huruf a
Culoup jelas.
Huruf b

Culoup jelas.
Huruf ¢
Culoup jelas.
Huruf d
Contoh tindalkkan lainnya antara lain mengldnikan
rencana bisnic |business plan).
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Pazal 11
Culup jelas.

Pazal 12
Laporan realicasi merupakan laporan realizasi atas rencana tindale
dan rencana perbaikan permodalan yang telah dizetujui Bank
Indonesia.

Pazal 13
Culup jelas.

Estentuan mengenai KPMM adalah cebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai
kewnjiban penyediaan modal minimum bank umum.
Huruf b
Eetentuan mengenai GWM dalam rupiah  adalah
cebagaimana dimalksud dalam ketentuan Bank Indonesia
mengenai gire wajib minimum bank umum.
Angka 1|
Yang dimaksud dengan “mengalami permasalahan
liluiditas mendacar” antara lain adalah:
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- Perubahan posizi Bank di pasar uang dan posisi
pemberi pinjaman (et [=nder] menjadi posisi
penerima pinjarman |ret borrowser);

- Pozizi amas kas yang semalon buruk sebagai
alobat maturity mismatch yang besar, terutama
pada zkala waltu jangica pendel;

- Upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar
uang dengan suku bunga yang lebih tinggi dari
suku bunga wajar (pasar];

- Ketergantungan pada AFUnAT uniulk
memperoleh dana; dan fatau

- Peninglatan pencairan depositce sebelum jatuh

tempo.

Angla 2)

Pazal 15

Cukup jelas.

Pacal 16

Culkup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bank mengalami
perkembangan yang memburuk dalam walktu
cinglcat® adalah apabila arah (trend] razio GWM

Eank semakin menurin.
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Yang dimalksud dengan ketentuan yang berlalu adalah
ketentuan Bank Indonecia mengenai kewajiban penyediaan
modal minimum bank umum dan lkeetentuan Bank Indonezia
mengenai giro wajib minimum bank umum.

Ayat (2]
Culoup jelas.

Anglca 1)

Termasuk dalam pengertian “memilila” adalah:

a. pemegang saham yang secara sendin atau bersama-
cama dengan pemegang caham terkeait lainmya;

b. pemegang saham yang bertindak atac nama
pemegang saham lain yang menyebatlan pemegang
saham tersebut; atau

C. pemegang saham yang memilild hak opsi atau hak
lain untuk memilikki saham yang apabila digunakan
akan menyebablcan pemegang saham tersebut,

mempunyai saham Bank zebezar 10% [sepuluh perzen)
atau lebih. Termacsuk pemegang zaham yang secara
berzama-cama dengan pemepang saham terkat lainnya
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah
pPemegang saham yang mempunyai keterloaitan dengan
pemegang saham lainnya dalam bentuk hubungan
kepemilikan, hubungan keluarga sampa dengan derajat
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kedua, dan fatau melakulcan kerjasama untuk mencapai
tujuan bersama dalam mengendalikan Banlk (acting in
conoeTt.

Angica Z)
Ketentuan mengenal pemegang caham pengendali dan
pengendalian mengacu pada lkeetentuan Bank Indonesia
mengenai uji kemampuan dan kepatutan (ftt and proper

Pazal 19

Culoup jelas.

Pazal 20

Tindakan membelulcan kegiatan wusaha tertentu tersebut
dimalcsudican antara lain untuk memmimalizasi dampalk kerugian,
memberikan  perlndungan  kepada nasabah  dan/atau
meminirnalizazi gangguan terhadap stabilitas sistem keeuangan.
Yang dimalksud denpgan “kegiatan usaha Bank®™ adalah kegiatan
usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pacal 6 dan Pasal 7
Undang-Undang HNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995
Huruf a
YTang dimaksud dengan “kondizi DBank semalon
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1) KPMM Bank menurun dengan cepat dan dinilai tidak
dapat ditingkatlan menjadi &% [delapan persen);
dan/atau

2] GWM dalam rupiah Bank menurun dengan cepat dan
tidak dapat dicelecaikan cesual peraturan yang
berlakna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali

mengacu pada ketentuan Bank Indonecia mengenai uji

kemampuan dan kepatutan (fit and proper tesd.

Pasal 21
Avat (1]

Huruf a
Culoup jelas.

Huruf b
Culoup jelas.

Hurmuf c
Culoup jelas.

Huruf d
Culoup jelas.

Huruf e
Culoup jelas.

Huraf £
Laporan strukitur kelompok wusaha dalam ayat imi
memuat pihak perorangan dan fatau badan huloum yang
memilila 10% (sepuluh persen| atau lebih saham badan
hulum dimaksud, serta menyebutican pihak yang
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Huruf g
Yang dimaksud dengan “laporan proyeksi amus lkeas®
adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Bank Indonecia mengenai psnerapan manajemen risiko
untuk risiko hlouiditas Bank.

Avat (2]
Pengurmuman pada homepage Bank Indonecia dilaloalearn
dengan alamat http:/ /fevww.bi.go.1d.

Avat (3]

Ayat (1)
Pemberitahuan  terhadap oftoritas pengawasan  yang
berorenang terhadap perusahaan induk danfatau perusahaan
analk Bank dimaludican agar otoritas pengawasan tersebut



139

sehingga dapat melalukan langkah-langkah antizipaszi yang

diperlulcan. Dalam hal Bank merupakan kantor cabang dan

bank yang berkedudukan di luar negeri maka yang dimalcsud

dengan perusahaan induk adalah kantor pusat dari kantor

cabang dan bank yang bericedudukan di luar negen tersebut.
Ayat (2]

Yang dimakcud dengan “kerjasama” termasuk kerjazama
border

L% ]

pengawasan Hank secara lintas  batas  (oros

SupETUision).

Pazal 26
Huruf a
Anglca 1)
Culoup jelas.
Anglca 2]
Yang dimakzud dengan ketentuan Bank Indonecia yang
berlalou adalah ketentuan Bank Indonesia mengenai giro
wajib minimum bank umum.
Huruf b
Culup jelas.

Pazal 27

Culup jelas.

Pazal 28
Yang dimalksud dengan peraturan perundang-undangan adalah
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaring
pengaman sistem lkeeuangan dan/atau stabilitas sistem keuangan.
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Pazal 30
Cukup jelaz.

Pazal 31
Cukup jelaz.

Penyelecaian yang dilakulcan oleh LPS meliputi antara lain

pembayaran kdaim penjaminan simpanan dan liknidac.

Pazal 33
Yang dimalsud dengan “larangan turut serta dalam kegiatan
kliring” dalam hal ini termasuk larangan turut serta dalam Sistem
EI-RTGS.

Fazal 36
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Facal 37
Fukup jelaz.

Pazal 28
Culup jelas.
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

KEPADA BANK XYZ

a. Gambaran Umum

7. bagaimana struktur organisasi/kedudukan divisi pengawasan di dalam
perusahaan?

8. apa yang menjadi tugas divisi pengawasan ?

9. fungsi/pihak mana yang terkait dengan pelaksanaan audit operasional
atas kegiatan kredit,apa saja yang menjadi tugas divisi tersebut ?

10. apakah auditor internal memiliki komitmen untuk selalu mengembangkan
kompetensi sebagai auditor internal ?

11. apakah auditor internal mengikuti program pelatihan untuk meningkatkan
kompetensinya sabagai auditor internal ?

12. apa saja program pelatihan yang telah dijalankan oleh auditor internal
bank XYZ ?

b. Pelaksanaan Audit Operasional

3. apakah auditor internal kredit dalam melaksanakan penugasan audit telah
berpedoman kepada SPFAIB ?

4. berapa orang auditor internal kredit pemilikan rumah yang ditunjuk untuk
melakukan audit kegiatan perkreditan bank XYZ ?

5. apakah dalam melakukan audit, auditor internal kredit telah dilengkapi
dengan surat penugasan ?

6. apa saja hal yang dijelaskan dalam surat penugasan tersebut ?

7. apakah auditor internal kredit selalu mengirimkan surat pemberitahuan
kepada bank sebelum melakukan audit ?

8. apa saja hal-hal yang dijelaskan dalam surat pemberitahuan tersebut ?
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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apakah auditor internal sebelum melakukan pemeriksaan, telah
melakukan penelitian pendahuluan untuk memperoleh pemahaman
mengenai hal-hal yang terkait dengan kegiatan perkreditan bank ?
bagaimana cara/prosedur yang dijalankan auditor internal kredit untuk
memperoleh pemahaman mengenai objek yang diteliti ?

apakah auditor internal kredit selalu membuat program audit sebelum
melakukan audit ?

apa saja hal yang di jelaskan dalam program audit tersebut ?

apakah auditor internal kredit telah melakukan review pengendalian kredit
sebelum melakukan pemeriksaan kegiatan kredit pemilikan rumah ?

apa saja yang menjadi lingkup pemeriksaan pengendalian tersebut ?
bagaimana prosedur pemeriksaan pengendalian dilakukan ?

pada kegiatan-kegiatan apa saja pemeriksaan perkreditan dilakukan ?
apakah auditor internal kredit menggunakan kriteria-kriteria dalam
melakukan pemeriksaan kredit ?

apa saja yang menjadi criteria dalam pemeriksaan perkreditan yang
dilakukan ?

apakah auditor internal kredit selalu mengkomfirmasi temuan yang
diperoleh dan meminta komitmen dan waktu yang dibutuhkan bank
cabang XYZ dalam memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam
pemeriksaan kredit ?

apakah auditor internal membuat laporan hasil audit untuk dikirimkan ke
cabang ?

apa saja yang diuraikan dalam laporan hasil audit tersebut ?

apakah auditor internal melakukan pengawasan tindak lanjut hasil audit ?

bagaimana proses tindak lanjut hasil audit dilakukan ?



144

c. Gambaran Umum perkreditan

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Bagaimana struktur organisasi kredit bank ?

Pihak mana yang terkait dengan kegiatan perkreditan pemilikan rumah
pada bank ?

Apa saja wewenang dan tugas dari pihak tersebut ?

Bagaimana pelaksanaan perkreditan yang dijalankan bank ?

Apa yang membedakan KPR bank XYZ dan KPR bank XYZ syariah ?
Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi debitur dalam pemberian
KPR ?

sebelum kredit diberikan, apakah perlu dilakukan wawancara dengan
calon debitur, berapa kali ?

Dalam memberikan kredit ke nasabah perlu dilakukan penilaian ?

Apakah perlu dilakukan peninjauan ke lokasi, jika perlu berapa kali ?
Berapa penggolongan kolektibilitas kredit di bank XYZ ?

Hal apakah yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah ?
Bagaimana penanganan kredit dari beberapa penggolongan tersebut ?
Bagaimana pengawasan di bank XYZ terhadap pemberian Kredit
Pemilikan Rumah, berapa kali ?

Apa yang dilakukan bagian pengawasan jika terjadi penyimpangan ?

d. Pelaksanaan Audit Operasional pada Bank XYZ

1.

Apakah bank memberikan respon yang baik atas pemeriksaan yang
dilakukan oleh auditor internal kredit ?

Apakah bank selalu mengirim laporan tindak lanjut hasil audit ke divisi
pengawasan?

Apa saja hal-hal yang dijelaskan dalam laporan tindak lanjut audit

tersebut ?
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. Apakah dengan adanya pelaksanaan auditkredit pemilikan rumah

menjadi efektif ?

. Apakah audit operasional yang baik dapat mengurangi terjadinya kredit

bermasalah?



Kualitas kredit
Bank XYZ Cabang Makassar
Per 30 september 2012, 31 desember 2012, 31 maret 2013 dan 31 mei 2013.

Kualitas Triwulan | Triwulan Il Triwulan 1l Triwulan IV
kredit
Lancar 55.837.201.375 | 119.346.720.501 | 156.727.040.858 | 205.040.167.021
DPK 6.325.639.720 10.895.234.931 27.637.683.243 35.489.389.936
Kurang - - 1.343.700.000 150.000.000
Lancar
Diragukan - - - 412.000.000
Macet - - - -
Jumlah
Kredit 62.162.841.095 | 130.241.955.432 | 185.708.424.101 | 241.091.556.957
Disalurkan

Sumber : Bank XYZ Cabang Makassar
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Prosedur Pelaksanaan Perkreditan Bank XYZ Cabang Makassar

SALES MULAI CALON DEBITUR PENGUMPULAN
J| KELENGKAPAN
PERSON PENCARIAN MENGAJUKAN
APLIKAS| PERMOHONAN DOKUMEN
|
v
AO SALES PRE SCREENING MEMORANDUM
(INFO SID Bl DARI SALES ( DISETUJUI
ADK KONS) OLEH RSM / ASM )
]
v
ADK TERIMA VERIVIKASI SAMPAIKAN DOK KE
KONSUMER APLIKASI & »| KELENGKAPAN |»| AO ANALIS MELALUI
REGISTER DOKUMEN | o| KEPALA SKK
MEMBUAT PERMINTAAN
APPRAISAL JIKA APPRAISAL
EKSTERNAL
APPRAISAL/ PENILAIAN
AO SALES AGUNAN
VERIFIKASI DOK. ANALISIS DAN
AO ANALIS KUNJUNGAN BERSAMA > REKOMENDASI
AO SALES JIKA PERLU MELALUI LAS.
|
A 4
ADK VERIFIKAS| PROSES PTK, OL,
KONSUMER AKAD. DAN
DOKUMEN :
PENCAIRAN
A
PEMUTUS v
PUTUSAN
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